


Dasar Hukum

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/7/2014 
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan RB RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 



Pendahuluan

Penyimpangan Birokrasi

Perilaku koruptif ASN dan Pejabat
Negara

Lemahnya Sistem Pengawasan

Penguatan Pengawasan



Sasaran Program
1. Peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen 

dan BKD DPR RI

2. Peningkatan Kapabilitas APIP

Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan



No. Sasaran Indikator

1 Peningkatan penerapan SPIP di lingkungan Setjen

dan BKD DPR RI

1. Terselenggaranya SPIP pada Setjen dan

Badan Keahlian DPR RI

2. Penerapan Whistle Blowing System

3. Adanya Sistem Penanganan Gratifikasi

4. Pembangunan wilayah Zona Integritas

5. Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat

terhadap kinerja Setjen dan BKD DPR RI

6. Penanganan Benturan Kepentingan

2 Peningkatan kapabilitas APIP 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas

auditor 

2. Pembangunan Infrastruktur pengawasan



Waktu Pelaksanaan dan Agenda 

Kerja



Peningkatan penerapan SPIP di lingkungan

Setjen dan BKD DPR RI



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

peningkatan 
penerapan SPIP di 
lingkungan Setjen 
dan BK DPR RI

Penyusunan, Pemantauan 
dan Penyesuaian Pedoman 
SPIP

Pembentukan  Satgas SPIP

Penyusunan MOU dengan 
BPKP

Diagnostik asesmen 
Lingkungan Pengendalian

Melakukan penilaian resiko 
unit kerja baik internal 
maupun eksternal

Melakukan kegiatan 
pengendalian intern melalui 

Probity Audit

Membangun sistem informasi 
dan komunikasi dengan unit 
kerja atas pelaksanaan SPIP



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Penetapan

Regulasi WBS dan

pembangunan

aplikasi WBS

Penyusunan Regulasi

WBS

Sosialisasi Peraturan WBS 

dan penyusunan

aplikasi WBS

Implementasi Peraturan

WBS dan pemantauan

penggunaan aplikasi

WBS

Pemantauan dan

Evaluasi implementasi

peraturan

Penyesuaian/Revisi

Peraturan serta

penyempurnaan

aplikasi



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Penetapan Regulasi

tentang

Penanganan

Gratifikasi

Penyusunan konsep

peraturan Sekjen ttg

Penanganan Gratifikasi

Penetapan  peraturan 

Sekjen ttg penanganan 

gratifikasi dan rencana 

pembentukan Unit 

Penanganan Gratifikasi 

(UPG)

Sosialisasi peraturan 

Sekjen ttg penanganan 

gratifikasi 

Implementasi peraturan

Sekjen ttg penanganan

gratifikasi

Evaluasi peraturan Sekjen

ttg penanganan gratifikasi



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

penetapan wilayah zona

integritas

pencanangan zona integritas

oleh Menpan dan penunjukkan

unit kerja yang diusulkan untuk

mendapat predikat menuju

WBK/WBBM

penunjukkan unit kerja baru yang 

diusulkan untuk mendapat

predikat menuju WBK/WBBM

Penilaian Mandiri terhadap unit 

kerja yang diusulkan

Pengusulan reviu kepada MenPAN 

RB

Penetapan predikat WBK oleh 

Instansi terkait

Pengusulan kepada MenPANRB

untuk Unit yang telah WBK untuk

menuju WBBM

Penetapan Predikat WBBM oleh

KemenPANRB



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Penyediaan mekanisme
formil pengaduan
masyarakat (langsung dan
tidak langsung) 

penyusunan peraturan
Sekjen tentang
pengaduan masyarakat
terhadap Kinerja Setjen
dan BKD DPR RI

Sosialisasi Peraturan 
Sekjen tentang 
pengaduan masyarakat 
terhadap Kinerja Setjen 
dan BKD DPR RI

Implementasi Peraturan 
Sekjen tentang 
pengaduan masyarakat 
terhadap Kinerja Setjen 
dan BKD DPR RI

Pemantauan dan
Evaluasi Peraturan
Sekjen tentang
pengaduan masyarakat
terhadap Kinerja Setjen
dan BKD DPR RI



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

2015 2016 2017 2018 2019

Penyediaan
regulasi tentang
Penanganan
benturan
kepentingan

Penyusunan SK Sekjen
No.8/SEKJEN/2015 ttg
Benturan kepentingan

Sosialisasi SK Sekjen 
No.8/SEKJEN/2015 ttg 
Benturan kepentingan

Implementasi SK Sekjen 
No.8/SEKJEN/2015 ttg 
Benturan kepentingan

Pemantauan dan
Evaluasi SK Sekjen
No.8/SEKJEN/2015 ttg
Benturan kepentingan

Penyesuaian/Revisi SK 
Sekjen No.8/SEKJEN/2015 
ttg Benturan
kepentingan



Peningkatan kapabilitas APIP 



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

Peningkatan

Kuantitas dan

Kualitas Auditor

Pengajuan diklat

pembentukan JFA dan

diklat perjenjangan

Penambahan kuantitas 

JFA dari internal dan 

eksternal

Rekruitmen JFA baru

Pelatihan Kantor 

Mandiri/Pelatihan

Kantor Sendiri

Pendampingan oleh

BPKP

Bimtek IACM dan

melaksanakan Intern 

Audit Capability Model 

(IACM) dan Maturity 

level 



Kegiatan Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

Pembangunan 

Infrastruktur

pengawasan:

- Standar

Pengawasan

Sosialisasi

- Internal Audit 

Charter

Implementasi

- Kode Etik Pemantauan dan

Evaluasi

- SOP

Pengawasan

Penyesuaian/ revisi

peraturan/SK



Hambatan

 Kekurangan SDM dari sisi kuantitas dibandingkan 

dengan tingginya volume pekerjaan

 Minimnya infrastruktur pengawasan (regulasi di 

bidang pengawasan, pedoman pelaksanaan 

pengawasan, petunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis)

 Minimnya sarana dan prasarana penunjang 

(komputer, laptop, kamera, external hard disc, dll)



Terima Kasih..


